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DAFTAR SINGKATAN 

 

BI : Bank Indonesia 

Himbara :  Perhimpunan Bank-Bank Negara 

IBI : Ikatan Bankir Indonesia 

LPBP :  Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan 

MPOL : Menghitung Pajak Orang Lain 

MPS:   Menghitung Pajak Sendiri 

NPWP :  Nomor Pokok Wajib Pajak 

OJK :  Otoritas Jasa Keuangan 

OPDP :  Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan 

PBI :  Peraturan Bank Indonesia 

Perbanas :  Perhimpunan Bank Nasional 

PMK  :  Peraturan Menteri Keuangan 

PMK Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang 

Perpajakan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/2013 

tentang  Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di 

Bidang Perpajakan. 

PP Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan : Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 

Kewajiban Perpajakan. 

SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

SKPKBT  : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

SKPLB :  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

SPT  : Surat Pemberitahuan 

UU KUP :  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4740) 

UU Perbankan : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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